



KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK INDONESIA TERHADAP 
PT.FREEPORT 
 
Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) harus mencerminkan konsep 
trisakti Bung Karno: kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan ketahanan 
kultural sebagaimana tertuang dalam visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla. 
Kedaulatan politik terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan atas SDA 
berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Kemandirian ekonomi terkait dengan 
kedaulatan tambang untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu, dari aspek budaya, 
Indonesia harus beralih dari budaya liberalisasi yang cenderung tunduk pada 
aturan lembaga multilateral menjadi bangsa yang berkepribadian untuk membela 
hak sendiri. Dalam upaya menguasai Freeport, pemerintah Indonesia dalam hal ini 
presiden Joko Widodo telah mengeluarkan beberapa point kebijakan ekonomi 
politik terhadap Freeport. Kebijakan tersebut diantaranya adalah, konversi 
Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Kusus (IUPK), Divestasi 








3.1 Perubahan Kontrak Karya (KK) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan 
Khusus (IUPK) 
1
Pemerintah telah mengintruksikan Freeport Indonesia mengubah Kontrak 
Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Kusus (IUPK). Hal ini harus 
dilakukan menyusul penetapan PP No 1/2017 sebagai perubahan keempat PP No 
23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral, Permen No 
5/2017, dan Permen No 6/2017. (Ferdy Hasiman).  
Sejumlah aturan tersebut mengamanatkan bahwa semua perusahaan 
tambang baru diizinkan mengekspor konsentrat mineral mentah 
(tembaga,bauksit,dan nikel kadar rendah) dengan syarat tertentu. Syaratnya adalah 
bahwa hanya perusahaan berstatus IUP dan IUPK yang bisa mengekspor atau 
perusahaan yang berkomitmen untuk membangun Smelter dalam waktu 5 tahun 
kedepan, Divestasi sampai 51% saham, dan pengenaan bea keluar paling banyak 
10%. Artinya, jika tidak mengubah status menjadi IUPK, Freeport Indonesia tidak 
diizinkan mengekspor konsentrat tembaga. Kontrak Karya (KK) adalah warisan 
rezim pertambangan lama, zaman Orde Baru. Hubungan antar KK dengan 
pemerintah bersifat simetris. Resikonya, negara tidak berdaulat atas Sumber Daya 
Alam (SDA). Padahal, KK hanya sebagai kontraktor, sedangkan pemilik sah atas 
tanah dan SDA adalah negara. Posisi itu menyebabkan potensi kekayaan 
pertambangan yang begitu besar gagal mengangkat kesejahteraan rakyat. Hal lain 
adalah lingkungan tidak terurus serta pembagian keuntungan dan upah tidak adil. 
                                                             
1Ferdy Hasiman, 2019, FREEPORT: bisnis orang kuat vs kedaulatan negara, PT kompas media 
nusantara, Jakarta, halaman 159. 
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Semua ini disebabkan karena koorporasi semakin lolos dari kontrol demokrasi; 
dan peran negara tergerus hanya sebatas penjaga kontrak.  
Secara konstitusional, Kontrak Karya (KK) didasarkan pada UU No 
11/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Akan tetapi, KK meletakan 
pemerintah sejajar dengan Kontraktor. Akibatnya kontraktor menjadi kaya dan 
negara merugi. Konstitusi UUD NRI 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan 
kekayaan alam di dalamnya dipelihara negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 
untuk kesejahteraan rakyat. 
Keputusan peralihan status Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha 
Pertambangan Khusus (IUPK) adalah perintah konstitusi. Pasal 169 ayat b 
berbunyi bahwa semua KK wajib diubah menjadi IUPK. Tujuannya adalah 
mengembalikan amanat konstitusi UUD NRI 1945 yang menegaskan 
pertambangan strategis dikendalikan Negara untuk kesejahteraan rakyat. Peralihan 
status kontrak berimplikasi langsung pada penguatan peran negara. Negara 
menjadi kuat dan koorporasi harus patuh pada aturan main yang ditawarkan 
negara. 
Namun, selain memberi ruang bagi penguatan negara, UU Minerba 
memberi pengecualian terkait IUPK. IUPK tetap dikontrol pemerintah pusat, 
bukan pemerintah daerah. Dengan begitu, koorporasi wajib tunduk pada 
pemerintah. Pemerintah berhak menagih pajak, royalti, dan memerintahkan 
koorporasi tambang membangun smelter agar memberi efek pelipatan bagi 





3.2 Divestasi saham 51 % ke Pihak Nasional 
Proses divestasi atau pembelian saham Freeport Indonesia sudah 
berlangsung lama, sejak tim Renegosiasi Kontrak dibentuk pada tahun 2012. Ada 
enam klausul dalam Renegosiasi Kontrak antara pemerintah dan Freeport 
Indonesia. Keenam klausul itu seperti: peningkatan penerimaan negara, penciutan 
luas lahan, penggunaan barang-jasa domestik, pembangunan pabrik Smelter 
dalam negeri, perpanjangan kontrak, dan divestasi saham. Divestasi saham 
perusahaan asing adalah amanat UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara 
sebagaimana yang diperintahkan konstitusi UUD NRI 1945, pertambangan 
strategis harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Atas dasar itu 
pemerintah telah menginstruksikan Freeport Indonesia agar mengonversi Kontrak 
Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan kewajiban 
mendivestasikan 51% saham ke pihak nasional; pemerintah pusat (BUMN), 
pemerintah daerah (BUMD), dan swasta nasional. 
Komposisi saham negara harus lebih besar dari perusahaan asing. Itulah 
sebabnya dalam pembelian saham Freeport Indonesia, negara harus memiliki 51% 
saham dan Freeport Indonesia menjadi 49% saham. Selama bertahun-tahun, 
Freeport McMoRan mengontrol 91,64% saham Freeport Indonesia yang 
menambang di Grasberg, Papua; sisanya 9,36% dikuasai perusahaan BUMN, PT. 
Indonesia Asahan Alumina (INALUM). Karena negara sudah memiliki 9,36% 
saham Freeport Indonesia, maka Freeport Indonesia harus mendivestasikan 
41,64% saham ke pihak nasional.  
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Dengan itu, Inalum sebagai wakil negara mengontrol 51% saham Freeport 
Indonesia. Dari 51% saham Freeport Indonesia ini nanti, 10% saham akan 
diserahkan ke pemerintah daerah Papua, pemerintah Provinsi, dan pemerintah 
daerah Mimika sebagai basis operasi tambang Freeport Indonesia. Mekanisme 
seperti ini sudah dilakukan zaman Jokowi-JK. Inalum dan Freeport Indonesia 
sudah menandatangani Head Of Agreement (HOA) pada 12 Juli 2018. Tinggal 
kesepakatan teknis, soal harga, pendanaan dan hal teknis lain yang harus 
diselesaikan Inalum dan Freeport Indonesia.  
Meskipun demikian, proses divestasi ini adalah proses panjang. Tidak 
mudah tentu korporasi sekelas Freeport McMoRan melepas saham Freeport 
Indonesia dengan aset tambang Grasberg dan tambang underground yang sangat 
potensial ke pihak nasional. Freeport McMoRan ingin terus mengontrol saham 
Freeport Indonesia dan tidak rela kepemilikan saham diserahkan kepada negara. 
Lobi-lobi politik global dalam proses Renegosiasi Kontrak telah dilakukan. 
Berbagai ancaman berupa pemutusan tenaga kerja dan penurunan produksi sampai 
menggugat pemerintah ke pengadilan arbitrase internasional telah dia lakukan. 
Mekanisme divestasi saham sebenarnya sudah ada dalam PP No 24/2012 
tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 
Melalui PP ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha 
Pertambangan Khusus (IUPK) asing wajib mendivestasikan 51% saham secara 
bertahap setelah 5 tahun berproduksi. Pada tahun ke 10, 51% saham telah 
dipegang peserta Indonesia, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan 
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Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 
korporasi lokal melalui pelelangan. 
Dengan PP tersebut, Freeport Indonesia wajib mendivestasikan 51% 
saham ke pihak nasional. Namun, perundingan demi perundingan dilakukan, 
Freeport McMoRan tetap tidak ingin mendivestasikan 51% saham ke pihak 
nasional. Untuk menghadapi pendirian tegas pihak Freeport Indonesia yang tidak 
mau mendivestasikan 51% saham ke pihak nasional, pemerintah mengambil jalan 
tengah untuk melunakan sikap Freeport Indonesia yang tidak mau 
mendivestasikan saham. Sebagai jalan tengah, pemerintah kemudian melunak 
dengan cara mengurangi porsi saham yang harus diserahkan ke negara.  
Untuk mengurangi porsi saham harus melewati jalan berliku, yaitu 
merevisi PP No 24/2012 yang sudah digagasnya sendiri. Maka, sebelum 
menjelang berakhir masa jabatan, pemerintah SBY menerbitkan PP No 77/2014, 
tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara sebagai 
revisi atas PP No 24/2012. Dalam PP No 77/2014, aturan divestasi kemudian 
menjadi sangat lunak. Perusahaan tambang yang sudah membangun hulu-hilir 
(pembangunan smelter) hanya melepaskan 40% saham ke pihak dalam negeri, 
seperti PT. Vale Indonesia dan PT. Weda Bay Nickel (Eramet) karena sudah 
membangun pabrik smelter. Sementara itu, perusahaan tambang yang membangun 
hulu-hilir sampai tambang underground hanya melepaskan 30% saham ke pihak 
nasional. Hanya Freeport Indonesia yang memiliki tambang underground di 
Indonesia. Maka, kebijakan ini jelas menguntungkan Freeport Indonesia.  
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Freeport Indonesia kemudian sepakat dengan aturan divestasi yang 
digagas pemerintah SBY tersebut. Karena 9,36% saham sudah dikuasai Inalum, 
Freeport Indonesia tinggal mendivestasikan 20,64% saham ke pihak nasional. 
Berdasarkan kesepakatan antara Freeport Indonesia dan pemerintah zaman SBY, 
divestasi saham dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Freeport 
Indonesia melepaskan 10,64% saham ke pihak nasional dan sisa saham 10% akan 
dilepas tahun 2018. Proses pelepasan saham kemudian berjalan. Pemerintah dan 
Freeport Indonesia mulai serius melakukan tawar-menawar harga. Namun, sampai 
masa jabatannya berakhir, pemerintah SBY tidak mampu melakukan proses 
divestasi saham Freeport Indonesia. Pemerintah Jokowi-JK yang memenangi 
pemilihan presiden 2014 harus melanjutkan proses divestasi saham yang belum 
tuntas pada pemerintahan SBY-Boediono. Pada dua tahun awal masa 
kepemimpinan Jokowi-JK, proses divestasi saham pun mengikuti skema divestasi 
30% saham yang ditetapkan pemerintah SBY.  
Menteri ESDM, Sudirman Said dua tahun pertama memimpin kementerian 
ESDM, terus melakukan renegosiasi dengan Freeport Indonesia. Pada intinya, 
Freeport Indonesia bersedia mendivestasikan 30% saham ke pihak nasional. Pada 
tahun 2015, Freeport Indonesia mulai menawarkan 10,64% saham ke pihak 
pemerintah Indonesia. Namun, harga yang dipatok Freeport terlampau mahal. 
Harga 10,64% saham sebesar US$ 1,7 miliar. Harga itu menurut hitung-hitungan 
pemerintah tidaklah rasional. Harga yang dipatok Freeport mengikuti operasi 




Pemerintah kemudia meminta Freeport merevisi tawaran divestasinya, 
karena perhitungan pemerintah berbeda. Harga divestasi dalam hitungan 
pemerintah sekitar US$630 juta. Harga divestasi ini berdasarkan biaya 
penggantian atas investasi atau replacement cost. Biaya penggantian atas investasi 
yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi, sampai dengan tahun kewajiban 
divestasi. Itulah sebabnya pemerintah memerintahkan Freeport untuk menghitung 
ulang harga divestasi. Namun, sampai tahun 2016, Freeport Indonesia tidak mau 
merevisi harga tersebut. Freeport tetap mgotot mematok harga 10,64% saham 
Freeport diharga US$1,7 miliar. Sampai menteri ESDM, Sudirman Said diganti 
oleh Ignasius Jonan Pun, Freeport Indonesia masih mempertahankan harga saham 
yang sangat mahal itu.  
Jonan kemudian memimpin kementerian ESDM sejak Oktober 2016. 
Jokowi rupanya tidak senang dengan sikap keras Freeport Indonesia yang 
mematok harga tinggi atas divestasi 10,64% saham. Jokowi ingin agar divestasi 
harus 51%, bukan 30% seperti diatur dalam PP No 77/2014. Hanya membutuhkan 
waktu empat bulan, Jonan dan tim langsung bekerja. Pada bulan Februari 2014, 
presiden Jokowi kemudian mengeluarkan PP No 1/2017 tentang pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP baru ini berbeda 
dengan PP No 77/2014 yang dibuat zaman SBY. Melalui PP No 1/2017, 
pemerintah memerintahkan Freeport Indonesia mengubah Kontrak Karya menjadi 
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan syarat pajak naildown, 
pembangunan smelter, dan mendivestasikan 51% saham ke pihak nasional. Jika 
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Freeport Indonesia tidak mau mengonversi Kontrak Karya menjadi IUPK, maka 
Freeport tidak boleh mengekspor konsentrat tembaga.  
Jadi, presiden Jokowi tidak mau diatur-atur oleh perusahaan asing untuk 
mengurus kebijakan strategis di sektor pertambangan. Presiden Jokowi 
menegaskan, “pemerintah ingin saham yang lebih besar. Sudah tiga tahun kita 
melakukan negosiasi, namun prosesnya alot banget. Enggak apa-apa alot yang 
penting jangan kalah. Saya sudah perintahkan minimal 51%, minimal”. 
 
3.3 Pembangunan Smelter Freeport di Timika-Papua 
Terbitnya UU No 4/2009 tentang Minerba pada zaman pemerintahan 
presiden SBY sebenarnya membawah angin segar bagi perubahan manajemen 
pertambangan mineral di Indonesia. UU Minerba tidak mengizinkan semua 
perusahaan tambang  mengekspor lagi mineral mentah. Sejak 12 Januari 2014, 
pemerintah mempertegas kebijakan pelarangan ekspor yang termaktub dalam UU 
Minerba tersebut. UU Minerba mewajibkan semua perusahaan tambang 
membangun smelter agar memiliki multiplier effect bagi pembangunan. Dengan 
membangun smelter, paradigma pertambangan kita sudah mengarah pada proses 
industrialisasi, yakni mengolah bahan tambang untuk menjadi komponen dasar 
industri otomotif, kabel dan manufaktur. Dengan kata lain pembangunan smelter 
dapat meningkatkan nilai tambah bahan tambang bagi pembangunan.  
 Namun, pasca kebijakan pelarangan ekspor, banyak perusahaan 
tambang besar mengancam pemerintah dengan cara menghentikan sementara 
operasinya. Newmont Nusa Tenggara (Newmont) misalnya, sempat ingin 
 35 
 
menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional tahun 2014. Untuk 
meminimalkan biaya pengeluaran, sekitar 80% dari 4.000 karyawan Newmont 
akan ditempatkan dalam status stand by dengan pemotongan gaji. Begitupun 
dengan Freeport yang sudah banyak mengeruk untung dari pertambangan 
Grasberg, Papua, mengancam akan membawah kasus ini ke Arbitrase 
Internasional.  
 Sejak 12 Januari 2014, pemerintah memang telah mengeluarkan 
kebijakan pelarangan ekspor. Larangan ekspor mineral mentah itu adalah amanat 
UU No 4/2009 tentang Minerba. UU Minerba mewajibkan semua perusahaan 
tambang membangun smelter agar memiliki Multiplier Effect bagi pembangunan. 
Pembangunan smelter dapat meningkatkan nilai tambah bahan tambang bagi 
pembangunan. Tahun 2017 pemerintah Jokowi-JK kembali merelaksasi mineral 
jenis tembaga untuk mengamankan penerimaan negara. Sementara itu, mineral 
jenis lain seperti nikel, bauksit dan mangan wajib dimurnikan melalui 
pembangunan smelter. Langkah relaksasi mineral tembaga dilakukan dengan cara 
merevisi PP No 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha minerba. Melalui PP 
hasil revisi itu, untuk mendapatkan relaksasi ekspor, Kontrak Karya wajib 
berubah menjadi ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).  
 
2
Revisi dilakukan mengingat tenggat pelarangan ekspor mineral 
bukan hasil pengolahan dan pemurnian jatuh pada 12 Januari 2017. Dengan 
begitu, semua perusahaan tambang wajib menghentikan ekspor mineral mentah. 
Namun, sampai sekarang, baru 30% perusahaan yang sudah membangun smelter. 
                                                             
2Ibid., hal. 230. 
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Jumlah fasilitas smelter yang sedang dibangun baru sebanyak 71 smelter, yang 
meliputi 35 pabrik nikel, 6 pabrik bauksit, 8 pabrik besi, 3 pabrik mangan, 11 
pabrik zircon, 4 pabrik seng, dan 4 pabrik zeolite. Krisis global dan jatuhnya 
harga komoditas tambang ikut andil dalam perlambatan pembangunan proyek 
smelter. 
 
3.4 Upaya Menguasai PT. Freeport Indonesia 
Sejak PT. Freeport beroperasi di Indonesia pada tahun 1967 hingga 
sekarang (51 tahun), Freeport menguasai dan  mengeksploitasi emas-tembaga di 
Timika-Papua terkesan meninggalkan banyak masalah. Terjadi kerusakan 
lingkungan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pembayaran pajak dan 
royalti yang tidak maksimal, sehingga kondisi ini mengindikasikan bahwa 
Freeport telah menjajah dan menguasai Indonesia selama 1 abad.  
Sejak rezim Soeharto hingga presiden Soesilo Bambang Yudhiyono 
(SBY), pemerintah Indonesia selalu tidak berdaya dalam menghadapi PT. 
Freeport. Pada tahun 2014 presiden Joko Widodo memenangkan pemilu dan 
menjadi presiden Indonesia ke 7. Joko Widodo tampil dengan gaya 
kepemimpinan yang khas dan merakyat. Sejak dibawah rezimnya dalam upaya 
menghadapi Freeport, pada 12 Januari 2014 pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakan larangan Ekspor Mineral Mentah yang tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 tahun 2014. Inti dari peraturan ini adalah melarang ekspor 
mineral dalam bentuk mentah. Kebijakan ini adalah implementasi dari UU 
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Minerba No 4 tahun 2009 yang mewajibkan bagi setiap perusahaan tambang yang 
memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk membangun smelter.  
3
Theotonio Dos Santos membedakan tiga bentuk ketergantungan, yaitu: 
Ketergantungan kolonial. Disini terjadi dominasi politik, dalam bentuk 
penguasaan kolonial atau penjajahan, dari negara pusat terhadap negara pinggiran 
kegiatan akonomi yang utama adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang 
dibutuhkan oleh negara penjajah. Parah penjajah memonopoli tanah, 
pertambangan dan tenaga kerja. Hubungan antara penjajah dan penduduk 
setempat bersifat eksploitatif. Ketergantungan finansial-industrial. Disini tidak 
terjadi dominasi politik dalam bentuk penjajahan. Negara pinggiran secara politis 
merdeka. Tetapi, dalam kenyataannya, negara pinggiran ini masih dikuasai oleh 
kekeuatan-kekuatan finansial dan industrial dari negara pusat. Seperti pada 
ketergantungan kolonial, negara pinggiran masih mengekspor bahan mentah bagi 
kebutuhan industri negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya, baik 
langsung atau melalui kerjasama dengan pengusaha lokal, untuk menghasilkan 
bahan baku ini. Dengan demikian, pengendalian dilakukan melalui kekuasaan 
ekonomi, dalam bentuk kekuasaan finansial-industrial. Ketergantungan 
Teknologis-Industrial. Ini adalah bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi 
di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk keperluan 
industri di negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional dari negara pusat 
mulai menanamkan modalnya dalam kegiatan industri yang produknya ditujukan 
ke pasar dalam negeri dari negara-negara pinggiran. Meskipun industri ini ada di 
                                                             




negara pinggiran, bahkan seringkali dimiliki oleh pengusaha lokal, tetapi 
teknologinya ada di tangan perusahaan-perusahaan multinasional. Seringkali 
barang-barang modal berupa mesin industri yang ada tidak dijual sebagai 
komoditi, melainkan disewakan melalui perjanjian paten. Dengan demikian, 
penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi 
industri. Dalam theori Dependensi, ketergantungan adalah hubungan relasional 
yang tidak imbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di 
kedua kelompok negara tersebut. Kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat 
dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Negara maju akan 
berusaha menjaga surplus ekonomi sehingga negara sentral akan semakin kaya 
dan negara berkembang akan semakin miskin. Berdasarkan theori tersebut penulis 
menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia sebagai negara berkembang 
berupaya untuk melepaskan ketergantungan ekonomi dari negara sentral Amerika 
Serikat dalam bentuk penguasaan ketergantungan finansial dan ketergantungan 
teknologi industrial agar pemerintah Indonesia dapat mengelola ekonominya 
secara  mandiri dan berdaulat. 
 
 
